
BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMORÿ/ TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

a. bahwa belanja tidak terduga dianggarkan daJam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendanai
tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan/atau
bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

b. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap
darurat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di
Kabupaten Buton;

Menimbang

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahunl945;

2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



6
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4723);

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Men ten Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BUTON

.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa sal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1

. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeah Kabupaten
Buton.

6
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Buton.

7
. Kcuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kckayaan yang bcrhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

8
. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

9
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bcrsama
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah.



13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan keija pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Buton.

17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut
Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Buton.

18. Dinas Sosial
, Tenaga Keija, dan Transmigrasi, yang

selanjutnya disebut Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial,

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Buton.

19. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.

20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

21. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk olch Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk
melakukan pengkajian secara cepat dan tepat guna
menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM

Pasal2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah
meliputi penganggaran, pelaksanaan, pencairan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Asas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:
a.
 tertib;

b
. taat pada peraturan perundang-undangan;

c.
 efisiensi;

d
.
 efektivitas;

e.
 ekonomis;

f
. transparansi;

g.
 akuntabilitas;



h
. kcpatutan; dan

i. manfaat.

Pasal 4

(1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
, adalah

belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna dan didukung dcngan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

, adalah pengelolaan belanja
tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cf
merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan
penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.

(4) Efcktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah
ditetapkan dengan membandingkan antara keluaran dengan
hasil.

(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
merupakan perolehan masukan (input) barang dan/atau jasa
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga
yang terendah.

(6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
inform a si yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja
tidak terduga.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,
merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.

(8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h,
merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang
dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.

(9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah
pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang
sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

(1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak
terduga sesuai batas kewenangannya.

(2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan
anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprcdiksi, yang mendesak, dan
tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.



Pasal 6

(1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan
pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja tidak terduga, obyck belanja tidak terduga dan rincian
obyek belanja tidak terduga.

(2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

Pasal 7

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk:
a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang seperti tanggap darurat penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya; dan /atau

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun
sebelumnya yang tclah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam
rangka pencegahan gangguan tcrhadap stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

(1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah
untuk yang bersifat tanggap darurat.

(2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan status keadaan darurat bencana daerah yang
ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan
Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat
berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam
dan/atau bencana sosial dari Kepala BPBD, Kepala Badan
Kesbangpol, dan/atau Kepala Dinsosnakertrans.

(3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang
dilakukan olch tim kaji cepat yang dibentuk oleh Kepala BPBD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi tcrhadap:
a. cakupan lokasi bencana;
b

. jumlah korban bencana;

c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta

pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.



Pasal 9

(1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan
tanggap darurat harus dilampiri proposal serta rencana
anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh Tim Kaji Cepat.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian
menyeluruh keadaan darurat yang sedang teijadi beserla
dampak sistemik yang ditimbulkan.

(3) Tim Kaji Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh sekretaris daerah yang berwenang memberikan
rekomcndasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga
untuk pendanaan keadaan darurat.

Pasal 10

Untuk tertibnya pengelolaan belanja tidak terduga. pembiayaan
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat
tanggap darurat harus mempertimbangkan efisiensi dan
efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pasal 11

(1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan
pengernbalian atas kelebihan penerimaan daerah, dilakukan
apabila terdapat kelebihan penetapan pajak dan retribusi
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
atas kelebihan penyetoran pajak/retribusi kepada Kepala
Dispenda, dengan melampirkan bukti autentik yang dapat
dipertanggungjawa bkan.

(3) Setelah menerima dan meneliti permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dispenda atas nama Bupati
menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar, selanjutnya
mengajukan permintaan pengernbalian kelebihan penyetoran
pajak/retribusi kepada Bupati melalui PPKD.

BAB V

PENCA1RAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

(1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi
pencairan belanja tidak terduga.

(2) Penggunaan dan pcruntukan belanja tidak terduga serta
besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.



BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 13

(l)SKPD pengguna belanja tidak terduga bertanggungjawab
secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak
terduga.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan
dan laporan kincija, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
scjak sclcsainva pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

(3) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling
lambat 2 (dua) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan
yang bersangkutan.

Pasal 14

Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga ditetapkan
dengan keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan
diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Buton.
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Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal // 2015

Bl/>ATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LA PC) RAN

Pasal 13

(1) SKPD pengguna belanja tidak terduga bertanggungjawab
secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak
terduga.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun
laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan
dan laporan kinerja, paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bcrsangkutan.

(3) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling
lambat 2 (dua) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan
yang bersangkutan.

Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga ditctapkan
dengan keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan
diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 14

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 November 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal I? WCWNSpn- 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Dra. Hi. WA ODE ICHSANA MALIK1. M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 3$




